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BUPATI GOWA

PROVINEI SULAWESE SELATARN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 1t TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memmbang !

a.

BUPATI GOWA,

bahwa untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah
yang profesional, tertib, efisien,
efektif, transparan, akuntabel,
berdayaguna dan berhasil guna,
diperlukan pengaturan
keuangan dalam suatu
Peraturan Daerah yang menjadi
pegangan bagi para pengelola
keuangan daerah dengan
memperhatikan  asas  keadilan,



Mengingat

kepatuhan dan manfaat untuk
masyarakat;

bahwa Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor & Tahun
2000 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah,
dipandang sudah fidak sesual
dengan perkembangan Peraturan
Perundang-undangan, maka perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan perbimbangarn
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hurf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor
08 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan  Keuangan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1T di
Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Tahun 1959
Nomeor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomer 1822);

2. Undang-Undang Nomar 28

Tahun j9au (ETIians



Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotismeé (Lembaran
Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomoeor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
[ndanesia Nomar 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentsng Sistem
Perencanasn Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia
Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahur: 2004 Nomor 126,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

g



Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undéjlig-Undang Nomor 23

11,

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara. Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah penggant
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
MNomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S0,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan

b



12.

13.

14.

Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan
Keuanpan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan  Lembarean  Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tehun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Tndonesia Nomor 4302);

Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tanun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah MNomor 55
Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran



15.

16.

]

18.

Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah [Lembaré:n Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran
Nepara Repubhlik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor S8
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republilk Indonesia
Tahun 2006 Nomaor 140,
Tambahan Lemnbaran  Negarg
Republik [ndenesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal
(Lernbaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 130,



19.

20.

21.

22

Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peratuiran Pemerintah Nomor 8§
Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kmnerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeérintahan  antara
Pemerntah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambzhan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 teziang Standar

=]



23.

25,

Alnuntansi Pemerintahan
(Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia
Nomeor 51635);

Peraturan Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tentang - Transparansi
Penyelenggaraan  Pemerintahan
Kabupaten  Gowa  (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomer 07 Serni E);

.Peraturan Daerah  Kabupaten

Gowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 08
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor & Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten CGowa
Tahun 2009 Nomor 8);



26. Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 21
Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan :

KABRUPATEN GOWA
dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG
POKOK-POKOK FPENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam  Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang

link-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah
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(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009
Nomor 8 ) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ditambah satu (1) angka
yakni angka 70, sehingga berbunyi sebagai
berilout:

1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan - yang menjadi kewenangan
daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Gowa.

Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintzhan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
ftugas pembantuan dengan sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
yang berkedudukan schagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
heuanegan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban Aarrah dalam ransks
11




10,

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
keseluruhan  kegiatan  yang — meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerntahan daerah
vang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kenja Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat  SKPD  adalah
perangkat daerah Kabupaten Gowa selaku
pengguna anggaran/pengguna barang,
Satiian Kerja Pengelola Keuangan Daerah
vang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan
daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/ Waki]
Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.



kl,

12.

13.

14.

I5.

16.

LY.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daersh adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah,

Pejabat Pengelola EKeuatigan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya msehut dengan Kepala
SKPKD yarng mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adzlah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna  Anggaramn adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
anggatan untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Penggune Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang tnilik
daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat  yang  diberi kuasa  untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD,

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat
vang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebaglan Kewenangan pengguna anggaran

13



18

1

20.

4

=2
[

9.

dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKFPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
pada unit kerja SKFPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, mepatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk  menerima,
menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan  uang  untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri atas satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
herupe laporan keuangan.



24,

23.

26,

27.

28.

- Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan

Pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib . menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Unit kerja adalabh bagian dayi SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan untuk periode
S (lima} tahumn,

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,
selanjutnya’  disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibertuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyal  tugas menyiapkan  serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnyg
disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan,

L




29.

Ak,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periede 1 (satu) tahun,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program pricritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran
vang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencAna pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD,

. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana Kkerja dan  anggaran  Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah  selaku
Bendahara Umum Daerah.

_ Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dan satu
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biava akibat keputusan Yyang



33.

34,

35,

36.

37.

bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju,

Prakiraan Maju (forward estimafe) adalah
perhitingan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang
telah  disetujui dan menjadi dasar
pPenyusunan anggaran tahun berikutnya.
Penganggaran Terpadu (unified budgeting)
adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh  jenis  belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih-kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

kas Umum  Daerah adalah tempat
pPenyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untulk
membayar seluruh pengeluaran daerah,
Rekening kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah vang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruly penerimaan daerah dan digunakan

= 7




38,

39.

41.

42,

43,

45,

untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk
ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah wang yang
keluar dari kas daerah,

Pendapatan Deersh adalah hak pemerintah
daerah vang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagal pengurang nilai
kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih
lebih antara pendapatan daerah dan belanja
daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih
kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan Yyang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang
selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran sclama satu periode anggararn.
Pinjaman Dizerah adalah semua transaks
vane mensakibatkan daerah  menenima

18



47.

48.

49.

30,

51.

sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah
dibebani kewajiban untuk membayar
kKembali.

Piutang Daerah adalah jumlah ueng yang
wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai derigan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daeran adalah jumlah uang vang
wajib dibayar -‘Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisithkan
guna -mendanai kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk
memperoleh  manfaat ekonomis seperti
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan  kemampuan  pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKFD vang
selanjutnva disingkat DFA-SKPD adalah
dokumen vang memuat pendapatan, belania




52.

53.

!
=S

~f.

dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PPEKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD wyang selanjutnya disingkat DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan  pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran. '

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan
arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode,

. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya

disingkat SPD adalah dokumen Yyang
menyatakan tersedianya dana  untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Surat  Permintaan Pembayaran  yang
selanjutnva disingkat SPP adalah dokumen

cang  diterbitkan olen peabal vang

= 4




57.

38.

59.

60.

bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan /bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan. pembayaran. '
SPP Uang Persediaan yang selanjuinya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak
dapat dilakukan dengan pernbayaran
langsung,. :

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh.bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya  disingkat SPP-TU  adalah
dokumen vang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persedizan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersilat mendesak dan
tidak dapat digunakah untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan,

SPP Langsung vang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnyva dan pembayaran
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61,

62.

64

palt dengan jumlah, penerima, peruntukan,
din  waktn pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan /diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKFPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
vang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

. Surat Perintah Membayar Ganti Uang

Persediaan yang selanjuinya disingkat SPM-
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna
arnggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa DEnguna

— LE¥FR YT
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anggaran untuk penerbitan SP2D zias beban



65.

66.

67.

68,

69,

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu
uvang persedinan yang telah ditetapkan
sesual dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang
selanjutnya  disingkat SPM-LS adalah
dokurmen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D  atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang
selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yvang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.,

Barang Milik Daerah adalah semua barang
yvang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai,
Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya  disingkat BLUD  adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan mencari
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2.

keuntungan, dan dalam  melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas,

70. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa
lehih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19

(1) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

(Z) APBD  merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai tanggai
1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember,

(3) Penyusunan APBD dilakukan melalui jadwal
yang tersusun dengan sistematis, dengan
tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan RKFD;

b. Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD
kepada Kepala Daergh;

c. Penyampaian KUA dan PPAS cleh KDH ke
DPRD;

d. KUA dan PPAS disepakati antara KDH
can DPRD:

I ek
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e. Surat Edaran Kepala Daerah perihal
Pedoman RKA-SKPD;
f  Penyusuhan RKA-SKPD & RKA-PPKD
. Penyampaian RAPBD kepada DPRD,;
h. Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD
dan KDH);
. Hasil evaluasi RAPBD; dan
j. Penetapan Perda tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD sesuai dengan
hasil evaluasi.

3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 28A

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dapat mengikat dana
anggaran !

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam
bentuk kegiatan tahun jamak sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria dan penganggaran belanja daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.




(2) Jangka Waktu kegiatan tahun jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melampaui akhir masa jabatan Bupati.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 183
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

(1)

(2)

(3)

(%)

Pasal 183

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
menyelenggarakan sistemn akuntansi
pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan  Peraturan  Bupat
mengacu pada peraturan daerah n:.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
vang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didokumentasikan dalam bentuk buku
jurnal dan buku besar, dan apabila
diperlukan ditambah dengan buku besar
pembantu,



(5) Dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun
laporan keuangan yang meliputi:

E-
6) D
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Laporan realisasi anggaran,

Neraca;

Laporan arus kas;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih; dan

Catatan atas laporan keuangan.

am raﬁgka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), entitas akuntans: menyusun
laporan keuangan yang meliputi:

¢ np o

Laporan realisasi anggaran,
Neraca,

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas laporan keuangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 211 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikaut :

Pasal 211

(1) SKPD menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan AFPBD
secara periodik yang meliputi:

.,
|

Laporan realisasi anggaran;

v. MWeradca:

27




c. Laporan Operasional:
d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
€. Catatan atas laporan keuangan,

(?) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

(3]

(4)

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan sesuai dengan
Peratiran  Pemerintah vyang mengatur
tentang standar akuntansi pemerintahan.,
Format laporan realisasi anggaran SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam Lampiran E.VI sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini

Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran E.VII sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah inj

Format catatan atas laporan keuangan SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
tercantum dalam Lampiran E.VIIl sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini

Ketentuan ayat (3) Pasal 237 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

f||

Pasal 237

Laporan  keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud  dalam Pasal 236 ayat (1)




(2)

(3)

(4)

disampaikan kepada Bupati melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. '
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna
anggaran  sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yang berada di SKPD yang menjadi
tanggung jawabnya.

Laporan Kkeuangan SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan Oprasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

2. Catatan atas laporan kevangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat; pernyataan Kepala SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendelian intern yang memadai
dan standar akuntansi pemerintahan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan,
Fortnat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yvang
tercantum dalamm Lampiran E XVII sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini.




e

Ketentuan ayat (3) Pasal 238 diukah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 238
(1) PPKD menyusun laporan keuangan
Pemerintah Daerah dengan cara

(2)

(3)

._1:

menggabungkan laporan-laperan keuangan
SKPD sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 237 ayat (3) paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhimya tahun anggaran
berkenaan,

Laporan keuangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada  Bupati melalui
Sekretaris  Daerah  selaku  keordinater
pengelolaan keuangan daerah dalain rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimeaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

Laporan realisasl anggaran;

Neraca;

Laporan arus kas;

Laporan QOperasional ;

Laporan Perubahan Ekuitas ;

Laperan Perubahan Saldo Anpggaran
Lebih; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

el SR TAS -l

Luporan kevansan pemerintah daerah
| dimaksud pada ayat 2)



(5)

(6)

(7

(8)

(9)

dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi
kinerja dan laporan keuangan
BUMD /perusahaan daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disusun dari ringkasan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati dan laporan
kinerja intern di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati
yang menyatakan pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadal, sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
Format laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
sesuai dengan vyang  tercantum dalam
Lampiran E.XVIII sebagal bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
Format neraca sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b sesuai dengan yang
tercantum dalam Lampiran E.XIX sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini

Format laporan arus kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c sesual
dengan Lampiran E.XX scbagal bagian vang

3]



tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah
ini.

(10)Format catatan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
sesuai dengan wang tercantum dalan
Lampiran E.XXI sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(11)Format surat permyataan Bupati bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan yang tercantum dalam
Lampiran E.XXIl sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini,

(12)Format catatan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
tercantum dalam Lampiran E.XXI scbagai
bagian vyang tidak terpisahkan dalam
Peratuuran Daerah ini, Format surat
pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran E.XXIV sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah in1



Diantara ayat (1) dan ayat (2] Pasal 239
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sechingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 238 ayat (2) disampaikan oleh
Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

(la) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)- sebelum diserahkan kepada
BPK, dilakukan review oleh satuan pengawas
internal.

(2) Bupati memberikan  tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK.

Ketentuan ayat (2) Pasal 240 dmbah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling
lambat & (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawzban  Pelaksanaan  APBD
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat laporan keuangan yang meliputi
laporan realisasi anggaran, ncraca, 1a1:ic;rnn '
arus kas, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan
Saldo Arnggaran dan catatan atas laporan
keuangan, serta dilampin dengan laporan
kinerja yang telah diperiksa BFK  dan
ikhtisar laporan keusngan badan usaha
milik daerah/perisahaan daerah.

(3) Format laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan Lampiran E.XXV sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah
ini, |

{4) Format neraca sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXVI
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraruran Daerah ini.

(5) Format laporan arus kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] sesual dengan
Lampiran EXXVII sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(6) Format catatan atas laporan Kkeuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan Lampiran E.XXVIIl sebagai bagian
vang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah 1.

(7] Farmat Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertangopungjawaban Pelaksanaan
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APBD heserta lampiran  sebaguimann
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ynng
tercantum dalam Lampiran EXXIX sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini.

10, Ketentuan ayat (2) Pasal 241 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan
setelah penyampaian laperan keuangan
sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 239
ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil
pemeriksaan, Bupati menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampirl dengan
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran dan catatan atas laporan
keuangan, seta laporan kinerja yang isinya
sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditindangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2014

Diundangken di Sunggu e
pada tanggal 31 Desember EOM

NOREG PERATURAN DAERAH EKABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 11 TAHUN 2014



